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BAB IV 

 PENUTUP  

A. Simpulan  

Berdasarkan penelitian pada pembahasan di atas tentang fungsi 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam 

penetapan pendaftaran tanah, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1) Bahwa pelaksanaan fungsi penetapan pendaftaran tanah secara teknis 

dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, 

mulai dari penerimaan permohonan, memproses haknya, sampai pada 

penerbitan sertifikat, dilakukan di Kantor Pertanahan di Kabupaten 

Sarolangun Provinsi Jambi dapat dikatakan bahwa penetapan pendaftaran 

tanah tersebut dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan di Kabupaten Sarolangun 

Provinsi Jambi. Pelaksanaan penetapan Pendaftaran tanah tersebut, dilakukan 

dengan cara pendaftaran tanah secara sistematik lengkap dan pendaftaran 

tanah secara secara sporadik. 

2) Permasalahan-permasalahan dalam penetapan pendaftaran tanah di 

Kabupaten Sarolangun  Provinsi Jambi antara lain dapat dikemukakan 

sebagai berikut : 

a. Masalah proses penerbitan sertifikat tanah yang lama dan biaya yang 

mahal. 

b. Masalah sertifikat palsu.  

c. Masalah sertifikat ganda atau sertifikat tumpang tindih. 
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3) upaya-upaya yang digunakan dalam mengatasi permasalahan pendaftaran 

tanah yaitu : 

a. Upaya untuk mengatasi masalah proses penerbitan sertifikat tanah yang 

lama dan biaya yang mahal, dengan mengadakan program Pendaftaran 

Tanah Sistematik Lengkap. 

b. Upaya untuk mengatasi masalah sertifikat palsu dapat dilakukan dengan 

melakukan pencegahan agar tidak terjadi adanya sertifikat palsu. 

c. Upaya untuk mengatasi masalah sertifikat ganda atau sertifikat tumpang 

tindih dapat dilakukan dengan cara : 

1) Pengaduan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun Provinsi 

Jambi. 

2) Mengajukan upaya administratif, yaitu upaya administratif ada dua 

yaitu keberatan dan banding. 

B. Saran 

Sebagaimana dari hasil analisa penulis tentang fungsi Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam penetapan 

pendaftaran tanah, dari penulis ada beberapa saran yang diberikan sehubungan 

dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut : 

1. Badan Pertanahan Nasional harus meningkatkan pelaksanaan penetapan 

pendaftaran tanah melalui program-programnya secara sistematik dan 

secara terutama untuk masyarakat menengah kebawah yang tanahnya belum 

terdaftar. 

2. Perlu untuk mengoptimalkan kerja dalam lingkungan Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi agar supaya permasalahan-
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permasalahan tentang penetapan pendaftaran tanah yang terdapat di dalam 

pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah dapat diminimalisasikan. 

3. Upaya-upaya untuk mengatasi masalah penetapan pendaftaran tanah harus 

dilaksanakan dengan negosiasi dan musyawarah dengan memperhatikan 

kepentingan masyarakat dan kepentingan lainnya. Dalam hal ini, Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi harus bertindak sebagai 

fasilitator bukan sebagai mediator, yang cenderung bersifat sebagai 

partisipan dalam kelompok yang bertikai. 
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